Menimbang

| PETIKAN |

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG
PERIZINAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

o

bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu mengatur
penyelenggaraan praktik Dokter dan Dokter Gigi di
Kabupaten Mukomuko;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan
pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/Menkes/148/1/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan
pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/Menkes/149/1/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan;

d. bahwa pengobatan tradisonal merupakan salah satu upaya
pengobatan dan/atau perawatan cara lain di luar ilmu
kedokteran dan/atau ilmu keperawatan, yang banyak
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengatasi masalah
kesehatan;

e. bahwa penyelenggaraan pelayanan apotik seperti tercantum
pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
922/Menkes/SK/X/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian 1zin Apotik sudah tidak relevan lagi dengan
perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat serta jiwa
semangat otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerabh;

f. bahwa untuk memperlancar operasional pelaksanaan
berbagai kegiatan khususnya di bidang Sertifikasi Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga (SP-IRT);

g. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari pelayanan
optikal yang dapat merugikan kesehatan, perlu mereduksi
Keputusan  Menteri  Kesehatan tentang Pedoman
Penyelenggaraan Optikal;



Mengingat

bahwa agar air minum yang di konsumsi masyarakat tidak
menimbulkan gangguan kesehatan perlu ditetapkan
persyaratan kesehatan kualitas air minum;

bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan
minuman yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi
yang dikelola rumah makan dan restoran agar tidak
membahayakan kesehatan;

bahwa dalam rangka terselenggaranya tertib hukum
dibidang kesehatan untuk mendukung pelaksanaan otonomi
daerah dipandang perlu penyempurnaan peraturan tentang
laboratorium kesehatan swasta sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h,
huruf | dan huruf j perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Mukomuko tentang Perizinan dan Sertifikasi
Bidang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4266);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 125); Sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
4437,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/Menkes/148/1/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor

HK.02.02/Menkes/149/1/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air
Minum;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/
X1/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1424/Menkes/SK/X1/2002 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Optikal;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan Tata Cara
Pemberian Izin Apotik;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan Tata Cara
Pemberian Izin Toko Obat;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
04/Menkes/SK/1/2002 tentang Laboratorium Kesehatan
Swasta;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1076/Menkes/SK/V11/2003 tentang Penyelenggaraan
Pengobatan Tradisional;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene
Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG

PERIZINAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

3.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
Bupati adalah Bupati Mukomuko.

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai unsur penyelengara
pemerintah daerah.

Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab
dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan
kesehatan.

Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan
dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan, surat Izin
praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang di berikan Dinas
Kesehatan kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi
persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam
maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sedangkan surat Izin perawat selanjutnya disebut SIP adalah bukti
tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatn di
seluruh wilayah Indonesia.

Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan
lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku, Suart Izin bidan selanjutnya
disebut SIB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan
pelayanan asuhan bidan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara
obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun
temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma
yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan yang di maksud dengan Obat
tradisional bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian(galenik) atau campuran
bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan
berdasarkan pengalaman.



10. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan
penyaluran Sediaan farmasi, Perbekalan Kesehatan lainnya kepada masyarakat,
sedangkan Apoteker adalah sarjana Farmasi yang telah Ilulus dan telah
mengucapkan sumpah jabatan. Surat Izin Apotik atau SIA adalah Surat izin yang
diberikan oleh menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekarjasa dengan pemilik
sarana untuk menyelenggarakan Apotik di suatu tempat tertentu.

11.Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai
asisten Apoteker

12.1zin IRTP adalah Industri Rumah Tangga Pangan yang memproduksi
Makanan /Minuman dalam kemasan yang mempunyai label izin usaha dari Dinas
Kesehatan/Balai POM.

13.Optik adalah sarana kesehatan yang menyelengarakan pelayanan pemeriksaan
mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kaca mata koreksi dan atau
lensa kontak.

14.Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses
pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

15.Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik
daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat
dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan air minum.

16.Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup
kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat
usahanya.

17.Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat
disebahagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan
peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian
dan penjual makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.

18.Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang
melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang
berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan
jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau factor yang dapat
berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2
Perizinan dan sertifikasi Bidang Kesehatan adalah pemberian Izin kepada orang
pribadi dan/atau badan yang melakukan kegiatan dan/atau usaha di Bidang
kesehatan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 3

Objek Perizinan dan sertifikasi Bidang Kesehatan adalah kegiatan dan/atau usaha di
Bidang kesehatan.



